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ABSTRAK 
Provinsi Jawa Barat memiliki visi dan misi “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Kolaborasi merupakan nilai utama dalam memaksimalkan kerja sama. Berdasarkan data dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ada beberapa permasalahan internal seperti sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai, belum jelasnya status kepemilikan beberapa Barang Milik Daerah, dan belum terselesaikannya penanganan hukum seperti aset di Gunung Sembung, Jalan Aceh dan Jalan Dago. Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan salah satunya masih adanya aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat yang belum dioptimalkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga khususnya dalam rangka Pemanfataan Barang Milik Daerah (Aset berupa Tanah) di Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian ini adalah Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif. Peneliti juga melakukan kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada Penelitian ini, Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Aset berupa Tanah) di Provinsi Jawa Barat dianalisis berdasarkan teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn yang dilihat dari Efektivitas menganalisis hasil Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah belum optimal dikarenakan proses pemanfaatan Barang Milik Daerah memiliki siklus yang panjang. Mengenai Efisiensi menganalisis seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah dimana membutuhkan biaya yang banyak dalam proses penilaian aset, tenaga dan sumber daya sehingga belum efisien. Di sisi lain, Kecukupan menganalisis seberapa jauh pencapaian hasil Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang diinginkan dalam memecahkan masalah terkait birokrasi yang panjang dalam proses pemanfaatan Barang Milik Daerah dimana peraturan perundang-undangan yang digunakan belum mampu memecahkan permasalahan dimaksud. Adapun Perataan yang menganalisis hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Pendapatan Asli Daerah yang telah didistribusikan secara merata kepada masyarakat melalui program pembangunan yang telah dilakukan. Selain itu, Responsivitas menganalisis hasil Kebijakan Kerja Sama Daerah sampai sejauh ini belum mampu memuaskan seluruh Pihak khususnya Mitra Kerja Sama. Selanjutnya, Ketepatan menganalisis hasil Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga khususnya dalam Pemanfaatan Barang Milik Daerah sangat bermanfaat dan menjadi strategi yang tepat dalam menjaga dan melindungi Barang Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil analisis dimaksud, Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Aset berupa Tanah) di Provinsi Jawa Barat perlu untuk dioptimalkan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.
Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, Pemanfataan Barang Milik Daerah

ABSTRACT
West Java Province has a vision and mission "The Realization of West Java Inner and Birth Champion with Innovation and Collaboration". Collaboration is the main value in maximizing cooperation. Based on data from the West Java Provincial Financial and Asset Management Agency Strategic Plan for 2018-2023 there are several internal problems such as inadequate facilities and infrastructure, unclear ownership status of some Regional Properties, and unresolved legal handlings such as assets on Mount Sembung, Jalan Aceh and Jalan Dago. Based on the Duties and Functions of the Service, one of them is that there are still assets in the Regional Financial and Asset Management Agency of West Java Province that have not been optimized. This study aims to evaluate Regional Cooperation with Third Parties, especially in the context of Utilizing Regional Property (Assets in the form of Land) in West Java Province. This research method is descriptive with a qualitative approach. Researchers also conducted studies based on statutory regulations. In this study, the Utilization of Regional Property (Assets in the form of Land) in West Java Province was analyzed based on William N. Dunn's Policy Evaluation theory which was seen from the effectiveness of analyzing the results of Regional Cooperation with Third Parties in the Context of Utilization of Regional Property that was not optimal due to the process of utilization of Goods Regional Property has a long cycle. Regarding efficiency, it analyzes how much effort is needed to achieve the results of Regional Cooperation with Third Parties in the Context of Utilizing Regional Property which requires a lot of money in the process of assessing assets, personnel, and resources so that it is not efficient. On the other hand, Adequacy analyzes how far the achievement of the results of Regional Cooperation with Third Parties in the Context of Utilizing Regional Property is desired in solving problems related to long bureaucracy in the process of utilizing Regional Property where the laws and regulations used have not been able to solve the intended problem. Alignment analyzes the results of the utilization of Regional Property in the form of Regional Original Income which has been distributed evenly to the community through the development programs that have been carried out. In addition, Responsiveness analyzes the results of the Regional Cooperation Policy so far it has not been able to satisfy all Parties, especially Cooperation Partners. Furthermore, the accuracy of analyzing the results of Regional Cooperation with Third Parties, especially in the Utilization of Regional Property, is very useful and is the right strategy for maintaining and protecting Regional Property owned by the Regional Government of West Java Province. Based on the results of the analysis referred to, this study concludes that Regional Cooperation with Third Parties in the context of Utilizing Regional Property (Assets in the form of Land) in West Java Province needs to be optimized by maximizing the resources owned to achieve West Java Champion Born Inner with Innovation and Collaboration.
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1. Pendahuluan
Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia berjumlah 38 (tiga puluh delapan). Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu dari 38 (tiga puluh delapan) Provinsi di Indonesia yang memiliki 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 18 (delapan belas) Kabupaten dan 9 (sembilan) Kota. Provinsi Jawa Barat memiliki luas 35.577,76 km2 (RPJMD 2018-2023). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2022, Provinsi Jawa Barat juga memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia sebanyak 49.405.808 jiwa. (BPS, 2022). Jumlah penduduk yang banyak merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dapat dioptimalkan dan diatasi oleh Pemerintah Daerah melalui sebuah kebijakan.  
Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pemerintahan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi. Desentraslisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Sejak tanggal                  1 Januari 2001, desentralisasi pemerintahan otonomi daerah dilaksanakan di Indonesia. Kebijakan desentralisasi bertujuaan agar semua potensi yang dimiliki oleh daerah dapat optimal dan dimanfaatkan menjadi suatu sinergi yang dinamis dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di daerah, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan absolut dan kesejahteraan relatif dapat segera diwujudkan (Bustomi, 2021). Kondisi Otonomi Daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan inovasi dalam menghadapi tantangan dan dinamika global saat ini. Pemerintah Daerah dituntut harus mampu mengelola setiap urusan mengenai keuangan daerah termasuk memaksimalkan potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka menyukseskan pembangunan yang dilakukan di daerah (Bustomi, 2021).

Dalam menghadapi tantangan dan dinamika global pada saat ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan pemerintahan. Provinsi Jawa Barat memiliki visi dan misi “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Kolaborasi menjadi nilai utama dalam memaksimalkan kerja sama. (Bustomi, 2021). Pada prinsipnya, suatu Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan kerja sama dengan pihak lain. Kerja Sama Daerah juga merupakan salah satu exit strategy yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di daerah seperti permasalahan dalam hal mengatasi keterbatasan anggaran. Selain itu, Kerja Sama Daerah merupakan upaya dalam melakukan transformasi perekonomian yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal serta mengidentifikasi potensi yang dimiliki untuk dikembangkan melalui inovasi dan produktivitas yang tinggi. Pemetaan potensi penting untuk dilakukan dimana Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan pemetaan kerja sama daerah. 

Kerja Sama Daerah diselenggarakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah). Kerja Sama Daerah dapat dilakukan dengan Pemerintah Daerah lain, Pihak Ketiga dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Kategori Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah lain, meliputi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja Sama Wajib yaitu kerja sama yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya yang berbatasan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang efisien. Sedangkan Kerja Sama Sukarela adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dimaksud. 

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perpecepatan pemenuhan pelayanan publik. Jenis Kerja Sama dengan Pihak Ketiga meliputi kerja sama penyediaan pelayanan publik, kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, kerja sama investasi dan kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah membagi beberapa jenis kerja sama dan dari jenis kerja sama dimaksud memiliki pedoman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama dalam memfasilitasi kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah terbagi 5 (lima), sebagai berikut :

a. Kerja Sama Sewa;

b. Kerja Sama Pinjam Pakai;

c. Kerja Sama Pemanfaatan;

d. Kerja Sama Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna; dan 

e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Dalam hal pelaporan Kerja Sama Daerah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selaku Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah menyampaikan Laporan Semester dan Tahunan mengenai pelaksanaan Kerja Sama Daerah kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dan Gubernur Jawa Barat dan selanjutnya Laporan dimaksud disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan Laporan Hasil Fasilitasi Dokumen Kerja Sama Tahun 2021 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Barat telah memfasilitasi sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) Naskah Kerja Sama. Sebanyak 96 (sembilan puluh enam) adalah naskah kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga diantaranya kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebanyak 9 (sembilan) naskah kerja sama atau sekitar 10% (sepuluh persen) dari total Naskah Kerja Sama dengan Pihak Ketiga. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Jawa Barat memiliki aset tanah sebanyak 5.753 (lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga) bidang tanah dan sebanyak 58% (lima puluh delapan persen) aset Bidang tanah yang digunakan untuk infrastruktur Jaringan Irigasi dan Jalan. Sedangkan aset Idle sebanyak 51 (lima puluh satu) bidang tanah dan 10 (sepuluh) bidang tanah yang telah dimanfaatkan dan hal dimaksud sebesar 1% (satu persen). Berdasarkan data dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ada beberapa permasalahan internal berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan salah satunya masih adanya aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat yang belum dioptimalkan. 

Selain itu, dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pedoman Koordinasi Kerja Sama Daerah. Adapun, dalam proses kerja sama pemanfaatan barang milik daerah masih ditemukan kendala dari sisi Pemrakarsa Kerja Sama dalam menentukan bentuk kerja sama. Disamping itu, panjangnya alur birokrasi dalam hal pemanfaatan barang milik daerah menyebabkan beberapa Mitra Kerja Sama mundur di tahap awal. Aset merupakan sumber daya yang menghasilkan di masa depan, jika kerja sama pemanfaatan dapat dioptimalkan hal dimaksud akan berpengaruh pada perekonomian daerah. Selain itu, jumlah barang milik daerah Provinsi Jawa Barat yang cukup banyak dengan keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola seluruh barang milik daerah dimaksud diperlukan strategi dalam pengelolaan barang milik daerah. Pemanfaatan barang milik daerah merupakan salah satu strategi untuk melindungi barang milik daerah khususnya Tanah dari tindakan okupasi oleh Pihak lain.

Disisi lain, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum memiliki Pemetaan Urusan Pemerintahan yang dibuat dalam daftar Rencana Kerja Sama khususnya mengenai Pemanfaatan Barang Milik Daerah setiap Tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Adapun dalam hal Evaluasi dan Monitoring Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah belum dilaksanakan secara optimal dan terukur. Hal ini dapat dilihat dari Evaluasi yang dilaksanakan cenderung untuk Kerja Sama yang mengalami permasalahan contohnya Inspektorat Provinsi Jawa Barat mengirimkan Surat Hasil Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Sewa Tanah dan Bangunan Senbik dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 sehingga Pihak Koperasi Jasa Rancage Jawa Barat mengajukan keringanan pembayaran sewa Tahun 2020. Kondisi Pandemi Covid-19 merubah banyak hal termasuk paradigma kerja sama khususnya kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dimana proses yang selama ini dilakukan secara manual berubah menjadi digital dalam memproses kelengkapan administrasi surat menyurat. Selain itu, berdasarkan hasil Rapat Evaluasi Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Tahun 2021 dan Konsolidasi Program serta Kegiatan Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Tahun 2022 tercatat masih banyak barang milik daerah yang belum memiliki sertifikat contohnya Gedung Kantor Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Kondisi demikian sangat rawan terhadap klaim, gugatan dan okupasi oleh Pihak lain. 

Dalam melakukan Evaluasi Kebijakan ada beberapa teori dan salah satunya teori Evaluasi Kebijakan dari  William N. Dunn (dalam Nugroho, 2018), evaluasi kebijakan memiliki 3 (tiga) pendekatan yaitu Evaluasi Semu, Evaluasi Formal dan Evaluasi Keputusan Teoritis. Evaluasi Semu adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut kepada target kebijakan. Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil kebijakan, namun mengevaluasi hasil tersebut atas tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Evaluasi Keputusan Teoritis adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam. Berdasarkan teori dimaksud,  evaluasi kebijakan sangat penting untuk mengetahui penyebab kegagalan dari sebuah kebijakan dan menjadi sebuah pedoman dalam memperbaiki kebijakan di masa depan. Sejak Indonesia mengalami Pandemi Covid-19, biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi sangat besar jumlahnya serta menghabiskan biaya yang banyak. Selain itu, hal dimaksud juga berdampak terhadap Pemerintah Daerah khsusunya Provinsi Jawa Barat sehingga optimalisasi Barang Milik Daerah menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut yang telah diuraikan, maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Aset Berupa Tanah) di Provinsi Jawa Barat”. 
2. Tinjauan Pustaka
2.1 Konsep Administrasi Publik

Administrasi adalah bentuk kerja sama dari dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan dan ditetapkan bersama. Administrasi memiliki prinsip bekerja atas dasar sistem yang ada dan merupakan bagian dari rasionalitas dalam administrasi (Maksum, 2020). Henry Fayol mengenalkan 14 prinsip administrasi, yakni : (1) pembagian kerja, (2) keseimbangan wewenang dan tanggungjawab, (3) disiplin, (4) kesatuan komando (5) kesatuan arah, (6) kepentingan organisasi di atas kepentingan individu, (7) remunerasi, (8) sentralisasi, (9) hierarki, (10) tata tertib, (11) keadilan, (12) stabilitas, (13) inisitaif, (14) semangat/spririt kesatuan. Keempat belas prinsip tersebut dipayungi rasionalitas sebagai sebuah sistem kerja sama (Fayol, 1949). Administrasi publik terdiri dari dua suku kata yaitu administrasi dan publik. Administrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu ad yang artinya intensif dan ministrare yang artinya adalah melayani (to serve). Dengan demikian, administrasi adalah membantu atau melayani dengan intensif. Menurut Siagian (2008) administrasi adalah keseluruahn proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Publik mengandung arti umum, Negara, dan masyarakat atau orang banyak.
2.2 Konsep Kebijakan Publik

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjukan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu Lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2014). Kebijakan menurut Anderson merupakan arah Tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2014). Kebijakan publik (public policy) oleh Dye (1992:2) diartikan sebagai “whatever government choose to do or not to do”. Kebijakan publik adalah apa pun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
2.3 Evaluasi Kebijakan 
Dalam sebuah proses kebijakan pada saat implementasi dilakukan monitoring dan pemantauan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan konsisten. Hasil dari implementasi kebijakan adalah kinerja kebijakan. Pada saat inilah diperlukan evaluasi kebijakan. Evaluasi yang pertama adalah berkenaan dengan kinerja kebijakan yaitu berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya hasil dari sebuah evaluasi menentukan apakah kebijakan dilanjutkan atau tidak.  

Evaluasi kebijakan ditujukan untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan meraih dampak yang diinginkan dan mampu menyelesaikan masalah dalam masyarakat. (Winarno, 2014). Tipe-Tipe Evaluasi kebijakan Menurut Anderson, sebagai berikut :

1. Tipe fungsional;

2. Tipe evaluasi yang mengkhususnya pada program-program tertentu; dan 
3. Tipe Evaluasi kebijakan sistematis.
Menurut William N. Dunn dalam (Nugroho, 2021), Ada 6 (enam) Kriteria untuk Rekomendasi Kebijakan, sebagai berikut : 

1. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan.
2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki.
3. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.  
4. Pemerataan (equity), berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan.
5. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.
6. Kelayakan, berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut untuk suatu masyakat?
Evaluasi Kebijakan yang merupakan sebuah tahapan dalam Kebijakan Publik harus dilakukan menggunakan instrumen yang dapat terukur. Dalam proses Evaluasi Kebijakan yang dilihat bukan saja hasil tetapi sebuah proses kebijakan.  

3. Metode Penelitian 
Peneliti menggunakan pendekatan dalam penelitian ini meliputi mengkaji, menganalisis dan mendeskripsikan data dan fakta untuk memperoleh sebuah gambaran yang utuh mengenai Evaluasi Kebijakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Aset Berupa Gedung dan Bangunan) di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penlitian kualitatif dikemukan oleh Sukmadinata (2007) merupakan suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikitan orang secara indivisual, maupun kelompok (Roni dkk, 2021)

4. Proposisi
Proposisi adalah suatu pernyataan yang menjelaskan suatu kebenaran atau menyatakan perbedaan atau hubungan antara beberapa konsep. Proposisi dalam Penelitian ini, sebagai berikut : 
a. Evaluasi Kebijakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Aset Berupa Tanah) di Provinsi Jawa Barat belum berjalan dengan efektif sehingga perlu untuk dilakukan Evaluasi menggunakan 6 (enam) Kriteria berdasarkan teori William N. Dunn meliputi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan.
b. Faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan Evaluasi Kebijakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Aset Berupa Tanah) di Provinsi Jawa Barat yaitu belum adanya standar baku untuk format Evaluasi Kebijakan yang berisi instrumen yang terukur untuk seluruh Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Aset Berupa Tanah) di Provinsi Jawa Barat.   
5. Temuan Penelitian 
Dalam Penelitian ini, Peneliti menemukan ada beberapa Permasalahan dalam Evaluasi Kebijakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Aset Berupa Tanah) di Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada saat ini belum cukup menjawab semua permasalahan terkait Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dikarenakan kurang sesuai dengan kondisi bisnis pada saat ini; dan 
b. Hambatan yang dialami terkait Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Aset Berupa Tanah) di Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut : 

1) Alur birokrasi yang cukup panjang dalam proses mengoptimalkan Barang Milik Daerah dengan skema Pemanfaatan meliputi Sewa, Pinjam Pakai, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, Kerja Sama Pemanfaatan dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sehingga beberapa Mitra Kerja Sama cenderung mundur di awal; dan 
2) Selain itu, belum adanya format baku dalam menganalisa Evaluasi Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang terukur. Hal dimaksud, sejak Pandemi Covid-19, beberapa Mitra Kerja Sama mengalami dampak dalam hal pembayaran Sewa dan Kontribusi sehingga Mitra Kerja Sama memohon keringanan pembayaran Sewa dan Kontribusi hal dimaksud berpengaruh terhadap Perjanjian yang harus diaddendum, perhitungan keringanan biaya sewa dan kontribusi yang harus dihitung berdasarkan beberapa pertimbangan namun pada saat ini belum ada dasar perhitungan yang menjadi dasar dalam hal keringanan biaya Sewa dan Kontribusi.
6. Penutup 

6.1 Kesimpulan
Dalam Penelitian ini, Peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai Evaluasi Kebijakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Aset Berupa Tanah) di Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil Wawancara, sebagai berikut :

a. Peraturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah yang teknis yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada saat ini kurang mampu menjawab semua permasalahan terkait Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat menyusun Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang bertujuan untuk mempercepat proses fasilitasi kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dimana ada pendelegasian pemberian mandat dari Gubernur Jawa Barat selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang ke Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Pengelola Barang dalam hal memberikan sebuah persetujuan atas sewa Barang Milik Daerah yang berada di Pengelola Barang, selain itu Pengelola Barang dapat menetapkan tarif besaran sewa Barang Mlik Daerah yang berupa tanah dan/atau bangunan serta menetapkan keputusan pinjam pakai Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan, dimana Mandat dimaksud untuk Barang Milik Daerah yang bernilai sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)/per tahun atau selama jangka waktu sewa selama 5 (lima) Tahun ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 
b. Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan Peneliti ke beberapa Informan, Peneliti memetakan beberapa hambatan yang dialami terkait Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Aset Berupa Tanah) di Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut : 

1) Skema Pemanfaatan meliputi Sewa, Pinjam Pakai, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, Kerja Sama Pemanfaatan dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur memiliki alur birokrasi yang cukup panjang sehingga beberapa Mitra Kerja Sama cenderung kurang tertarik melakukan kerja sama dan bahkan ada beberapa yang mundur dikarenakan proses yang sangat panjang sehingga Efektivitas dari Kebijakan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dilihat dari tujuan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengoptimalkan seluruh asetnya belum dapat dilakukan dengan optimal. Dalam hal Efisiensi masih belum optimal dikarenakan dalam proses penilaian aset membutuhkan biaya, tenaga dan sumber daya lainnya. Di sisi lain, terkait Kecukupan dari hasil Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah khususnya dalam memecahkan masalah terkait birokrasi dalam proses pemanfaatan Barang Milik Daerah dirasakan belum optimal dikarenakan menghabiskan waktu yang panjang bisa berbulan-bulan. Di sisi lain, Perataan dimana hasil dari Kerja Sama Pemanfaatan berupa Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah telah didistribusikan secara merata ke masyarakat melalui Program pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun Responsivitas menganalisis hasil kebijakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Rangka Pemanfaatan Barang Mili Daerah belum mampu memuaskan semua Pihak khususnya Mitra Kerja Sama dalam proses fasilitasi kerja sama pemanfaatan. Sedangkan Ketepatan menganalisis hasil dari Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dimana hal dimaksud menjadi salah satu strategi dalam menjaga aset tetap terpelihara dengan baik oleh Mitra Kerja Sama dan hal dimaksud mengurangi beban Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta menjaga Barang Milik Daerah tetap terlindungi dari upaya okupasi.      
2) beberapa Mitra Kerja Sama mengalami dampak dalam hal pembayaran Sewa dan Kontribusi sehingga Mitra Kerja Sama memohon keringanan pembayaran Sewa dan Kontribusi sejak Pandemi Covid-19 sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat serta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Barat dalam menyelesaikan permasalahan pemberian keringanan pembayaran Sewa terdampak Pandemi Covid-19.
6.2 Saran 
Berdasarkan hasil Penelitian ini, Peneliti dapat memberikan saran mengenai Evaluasi Kebijakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Aset Berupa Tanah) di Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil Wawancara, sebagai berikut :

a. Diharapkan Peraturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah yang teknis yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat diperbaharui dengan peraturan yang lebih detail mengatur Pemanfaatan Barang Milik Daerah agar memudahkan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

b. Peneliti menyarankan beberapa hal dalam mengatasi hambatan terkait Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Aset Berupa Tanah) di Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut : 
1) Menyusun alur dan skema Pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi Sewa, Pinjam Pakai, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, Kerja Sama Pemanfaatan dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur serta disosialisasikan dengan seluruh Perangkat Daerah terkait selaku Pengguna Barang Milik Daerah dan membuat Pakta Integritas/Komitmen dalam Proses Fasilitasi Pemanfataan Barang Milik Daerah dengan Mitra Kerja Sama tujuannya agar Mitra Kerja Sama yang mengajukan Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah Mitra yang bonafit dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan 
2) Bersama-sama Perangkat Daerah terkait seperti Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat serta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah bersama-sama menyusun dasar bagi pemberian keringanan biaya Sewa dan Kontribusi bagi Mitra Kerja Sama yang mengalami dampak Pandemi Covid-19. Selain itu, merumuskan dasar pemberian keringanan biaya Sewa yang berlaku bagi seluruh Mitra Kerja Sama jika terjadi force majeure dalam proses kerja sama. 
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